
[ SALINAN J 

BUPATI PONOROGO 
PROVINS I JAW A TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 34 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR44 TAHUN 2016TENTANG PERUBAHANTARI F' RETRIBUSI 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) DAN IZIN GANGGUAN (HO) 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

a. bahwa tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (1MB)
sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2016,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga
besarannya perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu, perubahan tarif retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44
Tahun 2016 ten tang Perubahan Tarif Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (1MB) dan Ijin Gangguan (HO);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);



Menetapkan 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat
Nomor: 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Sangunan
Gedung (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 276);

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011 Nomor 16);

7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMS)
dan Izin Gangguan (HO) (Serita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PONOROGO NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG 
PERUSAHAN TARIF RETRISUSI !ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
(IMS) DANIZINGANGGUAN (HO). 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Supati Ponorogo Nomor 44 Tahun 
tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Sangunan (1MB) 
Izin Gangguan (HO) (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
Nomor 44) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

2016 
dan 

2016 

Pasal 1 

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(1MB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Supati Ponorogo 
Nomor 44 Tahun 2016 ten tang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan (IMS) dan Izin Gangguan (HO), diubah sehingga berbunyi scbagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 
pada tanggal 4 Maret 20 19 

BUPATI PONOROGO, 
TIO. 

H. !PONG MUCHLISSONI
Diundangkan di Ponorogo 
pada tanggal 4 Maret 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TID. 
AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 34. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM

/SEKRETARIAT DAERAH 
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